S

Gl
e TunsAL

LTI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan potensi sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
perlu melakukan Penyertaan Modal ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang  Darurat Nomor 3  Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2367);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286);

4.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4400);



Menetapkan :

10.

11.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Kuala kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daearah

Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2008 Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.



3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu
usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak ketiga dengan suatu
imbalan tertentu.

7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah ( yang belum dipisahkan ) baik yang berwujud
uang maupun barang.

8. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank yang sahamnya sebagian milik Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan .

BAB 1I
TUJUAN
Pasal 2
(1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
dan pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal

Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan atau profit oriented.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai tahun 2008 secara komulasi
berjumlah Rp 3.808.780.649 (Tiga milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus
delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 4

(1) Pada Tahun 2009 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kembali melakukan
penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar
Rp. 500.000.000,-.(Lima ratus juta rupiah ).

(2) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Kuala kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan seluruhnya berjumlah
Rp.4.308.780.649 (Empat milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh
ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).



BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5
Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan
cara menyerahkan uang tunai yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Dana
Penyertaan Modal

Pasal 6
Atas dasar Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di atas, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Selatan wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten

Barito Kuala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 11 Agustus 2009

BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 11 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

SUPRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2009 NOMOR 8



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR  TAHUN 2009
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Cukup

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas



BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 76
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2009

BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan

pada tanggal 2009
SEKRETARIS DAERAH,
SUPRIYONO

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2009 Nomor .....



